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BUPATIKUDUS

~~~~~~ = PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

pAN ALOKAS! DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
PENETA" " EUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN
PERlMBANGA’g,LAN DI BAWAH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) KABUPATEN BAGI
Pegg:L A DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009
K

BUPATI KUDUS,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009, maka untuk
membantu membiayai kebutuhan Desa dalam pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam
kerangka pelaksanaan otonomi desa secara komprehensif kepada
masing-masing Desa diberikan Dana Perimbangan Keuangan dari
Pemerintah Kabupaten dan tambahan penghasilan di bawah upah
minimum reglqnal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk
menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan
proporSIonar;

b bahwa untuk kelancaran dalam penggunaan Dana Perimbangan
Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan
Penghasilan serta dalam rangka mewujudkan penggunaan dana yang
tepat guna, berhasil guna dan tepat sasaran menuju pada pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan otonomi desa
yang akuntabel, perlu mengatur penetapan alokasi dan petunjuk
operasional penggunaan dana perimbangan keuangan Pemerintah
Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah
Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2009

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Meﬂlmbang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat -1
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14.
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-Unda
gzg;g'gﬂ’aﬂﬂ zgn NTC:;‘;;U;; JTahLm 2004 tentang Pemeriksaan
Negara Republik Indonegis Ta;;i% ';%uangan Negara (Lembaran
Lembaran Negara Repybj -

k Indonesia No
ng-Und; mor 4400),
Undabgran‘;"g Nomor 32 Tahyn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lem egara  Repyblik Indones; g Pemerintahan Daera

mbahan Lemb a Tahun 2004 Nomor 125,
Ijbagalmam telah fae 298" ReDUBIK Indonesia’ Noro: 4437)
f)ndang Nomor 12 ?Zﬁrapa Kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 312m 2008 tentang Perubahan Kedua atas
(Lembaran Negara Reput;riihul?mzo04 tentang Pemerintahan Daerah
Tambahan Lembaran Negara Reput?l?eSIa Tahun 2008 Nomor 59,

Undang-Undang Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tah
Negara Republik Indonesia un 2005 tentang Desa (Lembaran

Tahun 2005
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 4f\I5%r;1)c?r S SRR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan
Pedoman Penge|0!aan Keuangan Daerah sebagaimana diubah den ag
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentgn
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahugrg]
2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah Kepada
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38) '
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112),

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2007 Nomor 15);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor
4).
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mperhatikan

snetapkan

iundangkan di Kudus \S

Keputusan Bupati Kugyg tar,

. 993l 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang
Pengaturan Kembal; Pengegogaan Pendapatan Pasar Desa

MEMUTUSKAN -

PERATURAN  BupaT,

TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN
Pgru:gﬁl OEFEERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN
KEUA MERINTAH KABUPATEN  KepapA DESA DAN
TAMBAHAN PENGHAS|LAN p, BA

WAH up
(UMR) KABUPATEN BAG) Kepay 5 e, UPAH MINIMUM REGIONAL

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 SA DAN PERANGKAT DESA DI

Pasal 1
Penetapan Alokasi Dana p

erimbangan Keuangan p i
kepada Desa dan Tambahan Penghasilan g b, - s elen
(UMR) Kabupaten bagi Kepal

5 Dossi I:,awah Upah Minimum Regional
_ Sa dan erangkat Desa di Kaby aten
Kudus Tahun 2009 sebagaimang tercantum dalam Lampiran | Peraﬁuran
Bupati ini.

Pasal 2
Petunjuk Operasional Penggunaan Danga Perimbangan Keuangan Pemerintah
Kabupaten kepace 1Sa dan Tambahan Penghasian o e Upah
Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebaga

ot imana tercantum dalam Lampiran ||
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka
Bupati ini dengan penempatan dalam Beritg Dae

!\E} JABATAN
1 g .

————

2 /.

- - B

o ]
3 gepatasacian| |,
"4 LaNYA @ N, //

N pengundangan Peraturan
rah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal\ 29 Mei 2¢6¢9

!

adatanggal 36 Mei 2€¢9

EKRETARIS DARRAH KABUPATEN KUDUS,
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N 2009
LAMPIRANTL - PERATURAN BUPAT] KUDUS NOMOR 20 TAHUN

JUK
{ENTANG PENETAPAN  ALOKAS! DAN PE;;J&GAN
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIM
KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA Dgiﬁ
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI BAWAH U i
MINIMUM REGIONAL (UMR) KABUPATEN BAGI KEPA
DESA DAN

PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2009

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DAN

MERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DA
KEUANGAN PETC WAH UPAH MINIMUM REGIONAL

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN Kupus TAHUN 2009

A PERIMBANGAN

_ .
BAB |
PENDAHULUAN

a. PENGERTIAN

Dana Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah dana yang
1 diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada De i

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan Masyarakat di Desa

Berdasarkan sumbernya, Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa
berasal dari ' |
a. Bagi Hasil Pajak Dgerah X
b. Bagi Hasil Retribusi Da'erah _
1) Bagi Hasil Retribusi Daerah;
2) Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (khysus bagi Desa yang mempunyai pasar desa yang
pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten),
c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten
(Alokasi Dana Desa / ADD)

(]

3 Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimy

m Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa adalah dana yang diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten kepada
yang menerima penghasilan tetap setiap bulan di bawah
besaran Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. MAKSUD

gunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat
dalam kerangka pelaksanaan otonom Desa

2. TUJUAN
Meningkatkan penyelenggaraan pemenntahan, pembangunan. pemberdayaan dan pelayanan
masyarakat di Desa.

3. SASARAN

a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan Desa dalam
pembiayaan pelaksanaan Sémua urusan yang menjadi
pemerintahan umum lainnya:

b. Terbangunnya kineri

rangka mendukung
kewenangannya dan tugas



DASAR PENGHITUNGAN

¢ Ievm
1 Penghtungan BRI 'f Ombanqan Keuaﬂgan dan Pemerint
bagian Bagi Hasil Pajak Daeran bagi

ah Kabupaten kepada Desa dan
SINg-masing Desa dj

taan (60 v, g hitung berdasarkan variabel
a k Pemerd OV dan jumiah dana B ) ‘ 4
Amz‘;fng—masmg Desa), ag! Hasil Pajak Daerah dibagi rata pada

b, Aspek proporsional (40 %, dari

; Jumiah dana Bagj ;
indikator/potens pada masing-m i Hasil Pa

, asing desa) yang terdjri dari
1) lokas! obyek pajak (jumlah lokagi obyek pajak

») jumiah penduduk (jumiah pendydyk per desa

jak Daerah dibagi berdasarkan

per kecamatan).
).
3) kekayaan desa (hasil lelangan bongq desa per desa)

»  Untuk penghitungan alokasi dana dar bagian Bagj H ibusi -
2 fiesa dififuri berdasatkan yariabel 9 Hasil Retribysi Daerah, bagi masing

a. jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa),
luas wilayah (luas wilayah per desa)

b '
¢ jumiah kepala keluarga/KK (jumlah KK per desa);
d

. potensi desa (skoring wilayah pelayanan sampah moqyl per kecamatan)
3. Untuk penghitungan alokasi dana dari baq;
Desa yang mempunyai pasar desa ya
Kabupaten), maka bagi masing-masing

ebelumnya dari retribusi pasar des
desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana Keputusan Bupati Kudus tanggal 5
Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar
Desa

4 Untuk penghttungan alokasi dana dari Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah yang diterima Kabupaten (Alokasi Dana Desa IADD), bagi masing-masing Desa
dihitung berdasarkan variabel :

a. Aspek Pemerataan (60 %

dari jumlah dana Alokas; Dana Desa (
masing-masing Desa);

ADD) dibagi rata pada

b. Aspek Proporsional (40 % dari jumlah dana Alokasi Dana Desa
indikator/potensi pada masing-masing desa) yang terdiri dari -

1) kemiskinan (jumiah keluarga miskin per desa)
2)

(ADD) dibagi berdasarkan
pendidikan dasar (jumiah anak usia sekolah < 15 Tahun per desa)

3) kesehatan (jumiah balita gizi kurang dan gizi buruk per desa)
4) luas wilayah (luas wilayah per desa)

5) jumiah penduduk (jumlah penduduk per desa);
6) Keterjangkauan (Skoring Desa di dalam |bu Kota Kabupaten (

IKK) dan di Luar IKK:
7)

Jumlah aparat pemerintahan desa (jumiah aparat pemerintaha desa dan BPD per desa)
8) Jumlah unit komunikasi di Desa (jumiah RT dan RW per desa)

5. Untuk penghitungan tambahan penghasilan di

Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat
pendapatan yang diterima setiap bulan berdasarkan

bawah Upah Minimum Regional (UMR)
Desa dihitung berdasarkan kekurangan
tingkat UMR Kabupaten tahun 2009.

Adapun jumlah dana perimbangan dan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh
masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.



PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

!

™o

Penyaluran Dana

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta memudahkan dan menjaga keamanan
D 'ﬂm nyaluran dana tersebut, maka seluruh dana akan ditransfer ke dalam Rekening Giro
1)::3 :a:\ ‘;;nq sudah berada di Bank Jateng

Mekanisme pencairan Dana |
Apabila Pemerintal Desa 'DefmakstSj mencairkan dana atau mengalinkannya ke Rekening lain
dp lam benl JnIn Girs rekening Kas Umum Desa), maka permohonan pengambilannya
gi;s&laﬂ sebagaimana mekanisme pengambilan Giro Desa

yaitu

at permohonan pencairan dana perimbangan ke
a S”menntaha" Desa sebanyal_( 6 (enam) ran
F;)e gurat permohonan pencairan yang dit
Cabang Kudus sebanyak rangkap 8

pada Bupati c.q Kepala Bagian
gkap, dengan dilampiri -

ujukan kepada Direktur / Pimpinan Bank Jateng
(delapan); dengan rincian 1(satu) untuk arsip,
1(satu) untuk Camat, 1(satu) untuk Bagian

Pemerintahan Desa, 1(satu) untuk
Inspektorat, 1(satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses
pengajuan pencairan dana,

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD

3) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaks
Belanja Desa tahun sebelumnya (2 rangkap);

4) Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun
yang bersangkutan (2 rangkap),

5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang
bersangkutan (3 rangkap);

6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibia
(delapan), 1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu)
Pemerintahan Desa Sfetda. 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng
Cabang Kudus dan 3 (hg_a) untuk proses pengajuan pencairan dana;

7) Kuitansi masing-masing jenis Dana Perimbangan (ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi
Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa) dan Tambahan
Penghasilan di bawah UMR Kabupaten bermaterai Rp 6.000- seba
yang telah ditulis nominalnya (dengan ketentyan salah satu kuitansi
dimaksud telah ditandatangani Kepala D

esa dan berstempel) dan tidak bermaterai
sebanyak 6 (enam) rangkgp (dengan ketentuan salah satu kuitansi yang tidak
bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan berstempel):

8) foto copy rekening giro Desa (3 rangkap);
b Surat permohonan pencairan dana perimban

) tahun sebelumnya (2 rangkap);
anaan Anggaran Pendapatan dan

yai dari dana tersebut rangkap 8
untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian

. : Angan beserta lampiran sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, disampaikan kepada Bupati ¢.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui

Camat untuk dicek kelengkapan dokumen dan diverifikasi/diteliti kesesuaian pengajuan
Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan APBDesa yang bersangkutan dan petunjuk
operasional penggunaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

c. Apabila kelengkapan dokumen ada yang tidak lengkap atau RPD tidak sesuai dengan
APBDesa atau RPD tidak sesuai den

gan petunjuk operasional penggunaan dana
perimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh dokumen dikembalikan ke
Desa untuk diperbaiki.

d. Dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Camat, kemudian diteruskan
ke Bagian Pemerintahan Desa guna pencairan dana perimbangan.

e. Dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Camat dibuktikan dengan
pembubuhan tanda tangan Camat dengan cap stempel asli pada sisi sebelah kiri lembar
surat permohonan pencairan dan pada sisi sebelah kiri lembar RPD Desa yang
bersangkutan serta telah ditulis nomor registrasi di bagian atas pembubuhan tanda tangan.

f. Pencairan dana pada Bank Jateng Cabang Kudus dilakukan oleh Kepala Desa atau

Bendahara Desa dengan membawa bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp 6.000-
dari Kepala Desa dengan menyerahkan surat permohonan pencairan yg telah diverifikasi
dan RPD Desa yang bersangkutan.

9. Apabila Jabatan Kepala Desa kosong, penandatanganan dokumen permohonan pencairan
dapat digantikan oleh Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang
beraku;

Apabila Desa yang bersangkutan telah lunas PBB pada Tahun 2009 sebesar 100 %,

maka
Desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencairan dana seluruhnya



k

Nomor
Siat
Lampiran
penhal

flag Desa yang belum lunas PBB pada tahun 2009 dapat mengajukan permohonan

percairan dalam ? (dua) tahap pencairan

permohonan  pencairan dana dapat diproses apabila Desa yang bersangkutan telah
melaporkan mnggur'\'d-m dana tahap sebelumnya dan melaporkan penggunaan dana
sampal dengan bulan sebelumnya pada wakty pengajuan permohonan pencairan
walqupun keadaan kas dana perimbangan dan tambahan penghasilan di desa masih
NIHIL,
( ormat surat PEMohonan pencairan adalah sebagai berikut

a) contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Per
“ kabupaten kepada Desa dan Tambahan P
pesa yang belum Lunas PBB Tahun 2009

mbangan Keuangan Pemerintah
enghasilan di bawah UMR Kabupaten bagi

KOP PEMERINTAH DESA
Kudus, ........... . 2009
Segera Kepada
... (.....) bendel Yth. Kepala Bank Jateng
permohonan Pencairan Dana Perimbangan Cabang Kudus
Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan
Tambahan Penghasilan di Bawah UMR Kabupaten di
Tahun Anggaran 2009 Tahap |. KUDUS

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor  Tahun 2009 tentang
Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Penggunaan

Keuangan Pemen'n.tah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan P
UMR Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2009 dan guna mendukung pembiayaan
pelaksanaan pemenntahgn' pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa,
bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan Keuangan
pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR
Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2009 atas beban rekening giro Desa kami
Nomor Rekening ... sebesar Rp (dengan  huruf
o ieieiiieiiiiieoo.) dengan  perincian  tercantum dalam  Rencana
penggunaan Dana (RPD) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah,
dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten serta RPD Bagi Hasil Retribusi
pasar Desa sebagaimana terlampir.

Dana Perimbangan
enghasilan di bawah

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kefja
samanya disampaikan terima kasih.

Nomor = ............. KEPALADESA .........
Tanggal @ ..............
CAMAT ...... (tanda tangan)
(tanda tangan)
{nama lengkap) {(nama lengkap)
Pangkat (.......)
NIP.....
Nomor .............
Tanggal & e

a.n. BUPATI KUDUS
Sekretaris Daerah
Up
Kepala Bagian Pemerintahan Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (.......)



By contoh Surat Permohona, Poncaian {any Penmbangen ¥ausngsn emenntal
wabupaten kepidn Dosa iy, Laribaby |

‘aoghanitun o) Lawah UM K abpater bt
Dyana yong 1ol Lunas PO 10 2004

KO PEME NN TAM DEGA

Kudis, 2004
ML
Pf" i Sagerd Kapadn
| 8 | { a
o " () bendel th epala Bank Jaten
l .u“'t "l"” prarmohonan Pencairan Dang Perimbangan
Penha

‘ Cabang Kudys
ieuangan Pemerintah Kabupaten kepady
Desa dan Tambahan Penghagilan i Bawah

- i
MR Kabupaten Tahun Anggaran 2004 Kuouye

Menindaklanjuti ketentuan p
Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional
Keuangan Pemerintah Kabupaten kapada Desa d
UMR Kabupaten di Kabupaten K
pelaksanaan pemerintahan, pe
bersama Ini kami mengajukan
Pemerintah Kabupaten kepada n)

eraturan Bupati Kudys Nomor  Tahur

Penggunaan D

an Tambahan P
us Tahun 2009

12009 tentarng
ana  Perimbangan
enghasilan di bawah
an guna mendukung pembiayaan

Nomor  Rekening

‘ . (dengan  huruf
‘ -) dengan penncian tercantym dalam Rencana
Penggunaan Dana (RPD) ADD, Bagi Hasil Pajak Daera '

h, Bagi Hasil Retribusi Daeran
dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR

. . Kabupaten serta RPD Bagi Hasil Retribys;
pasar Desa sebagaimana tedampir
Demikian pengajuan permohonan pencairan in; disampaikan dan atas kera
samanya disampaikan tenma kasin
Nomor : KEPALA DESA ....... .
Tanggal ...
CAMAT ...... {tanda tangan)
(tanda tangan)
{nama lengkap) (nama lengkap)
Pangkat (...... )
NIP
Nomor . ..
Tanggal: .......

a.n. BUPATI KUDUS
Sekretaris Daerah
Up
Kepala Bagian Pemerintahan

(tanda tangan)

{nama lengkap)
Pangkat (.. . )
NIP.




BAB 1)

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN BAGI DESA

JAG! DESA-DESA DI KECAMATAN KOTA Kubus

‘l

2.

Untuk Desa Yana Tidak Mempunyai Tanah Bengkok -

Khusus bagi Desad€sa di Kecamatan Kota Ky

dus, yang aparat pemerintah desanya tidak

i penghasqag ??tl;up_a bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak
Daerah. Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten,
dapat digt nakan dengan penncian sebagai berikut -
i Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Paj i ibusi
N ;‘Liﬁlnaannya dte sebaya t?en‘kut, Jak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
1)30 % ggsgunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi
- maksimal  Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
70 % Keglatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
dan sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
anggaran BPD sebesar-besamya 15 % dari Pendapatan Desa
diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset
Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong
Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi
dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan
Masyarakat_). Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana
Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam
rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana
Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran
d:maksu.d dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah
desa,_mnsalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja_\ modal, kecuali untuk Penghasilan Tetap Aparat
Pemerintah Desa, Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa di bawah UMR Kabupaten dan Tunjangan Kesejahteraan
Aparat Pemerintah Desa).
- 30% Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.
2)70% - Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada
POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan
Polisi dan Masyarakat (FKPM).
b. Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberkan

tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR
Kabupaten yang besarannya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran | Peraturan

Bupati ini.

Untuk Desa yang mempunyai Tanah Bengkok

Khusus bagi Desa-desa di Kecamatan Kota Kudus yang aparat pemerintah desanya memiliki
penghasilan berupa bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi
Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten dapat
digunakan dengan perincian sebagai berikut :

a

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
penggunaannya diatur sebagai berikut :

1) 30% -

Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi

atas :
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oot :g::: a:;: urtuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
dart Ms‘urm;f {dengan kelentuar apabila ada tambahan dana
angnaran éhnmmﬂ" desa lannya, jumiah seluruhnya
SHUBE By, oS3 -besamya 15 % dan Pendapatan Desa
Tega ,a-;? % Apars! Pamarintah Desa. Hasil Penjualan Aset
Royong ,ﬁ,;”*" Oipisahhan  Hasi Swadaya dan Gotong
dan WMp:r&“m'm dan Pernerintah Pusat, Propinsi
Masyarakat) Hibah Su}nt,'}a Operasional dan Pemberdayaan

! angan Pihak Ketiga serta Dana
Darurat dan Pemanntah Pusat,gPro i

"angka penanggulangan korba ’
n/kerusakan bat Bencana
Alam. (Apabia terdapat sisy -

anggaran. maka sisa anggaran
dmaksud  dialokasik
Masyarakat) Wan untuk  belanja  pemberdayaan

Pergunakan untuk Operasional Pemenntah Desa
70} % Dipergunakan untyk belanja pemberda
ntuk

pinsi dan Kabupaten dalam

30 %

yaan masyarakat, dengan ketentuan

Kegiatan PKK Desa :
: yang mencakup di dalamn i A
POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 400 0%0,-) ya kegiatan pada

- dapat digunakan untuk mend : T
Polisi dan Masyarakat (FKPM)Ukung "egiatan fasiltasi Forum Kemiraan

b 1) Tambahan Penghasiian di bawah UMR Ka
tambahan penghasilan tetap bagi Kepala D
Kabupaten yang besarannya sebagaimana t '
Parairat Bupat ini g ércantum pada kolom 8 Lampiran |

2) Bagi K-epala Desa dan Perangkat' De_sa yang tidak mendapat tambahan penghasilan
tetap d‘bzgagega’\:;{n:;ab“gaﬁe"' ?1benkan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah
desa ya aling tinggi sebesar 10 o (sepuluh i

A ; b " persen) dar jumlah
Alokasi.Da_"a Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Ret)ribusi L‘J)aerah
yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan

’ ] kesejahteraan ini tidak ber k
bag Sekretans Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) o

8. BAGIDESA-DESA DI LUAR KECAMATAN KOTA KUDUS

1. Desa yang mempunyai Bengkok sampai dengan 15 Ha

Bagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus,
penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya sampai dengan 15 Ha (jumlah luas
tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi
Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan

Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, dapat digunakan dengan
penncian sebagai berikut -

yang aparat pemerintah desanya memiliki

a Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
penggunaannya diatur sebagai berikut -

1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi

atas :
- maksimal Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
70 % Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana

dan sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
anggaran BPD sebesar-besamya 15 % dari Pendapatan Desa
diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset
Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong
Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi
dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan
Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana
Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam
rangka penanggulangan korban/kerusakan Akibat Bencana
Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran
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dimaksyy
Masyarakat)

30 % Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa

5 70 % n.pergunakan untuk belanja Pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan
;;'3"‘;‘ Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada
ISYANDU Desa paling sedikit Rp 4.000.000 -)

dapin :.hgunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemiraan
Polisi dan Masyarakat (FKPM)

dialokasikan  untuk belanja pemberdayaan

b 1) Tambahan Penghasilan g bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan

tambﬂh?gnpigggﬂzlana tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR
Kabupa ) busarannya sebagaimana tercant n |
beraturan Bupati in ntium pada kolom 8 Lampira

2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan
tetap .dl bawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan  kesejahteraan aparat
pemernntah desa yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) darn
jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah yang ditenma Desa yang bersangkutan Tunjangan kesejahteraan ini tidak
beraku bagi Sekretans Desa yang telah diangkat menjadi fi’egawai Negeri Sipil (PNS)

Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 16 Ha s/d 30 Ha

Bagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki
penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 Ha sampai dengan 30 Ha (umiah
luas tanah bengkok dan Kepala Desa sampaj dengan seluruh Perangkat Desanya). maka
Hokasi ang BRE8 '(ADD)' Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Retribusi Daera'h, dan
Tambahan Penghasian di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, dapat
digunakan dengan penncian sebagai berikut

a Alokasi Dana Desa (ADD). Bagi Hasil Pajak Daeran dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
penggunaannya diatur sebagai berikut

1) 30 % Dipergunakan untuk belanja operasion
atas

- maksimal Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan

70 % Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana

dan sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya

anggaran BPD sebesar-besarnya 12,5 % dari Pendapatan Desa

diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset

Desa yang tidak Dipisahkan Hasil Swadaya dan Gotong

Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi

dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan

Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana

Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam

rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana

Alam. (apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran

dimaksud  dialokasikan  untuk belanja  pemberdayaan
masyarakat)

- 30% Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa

al Pemerintahan Desa yang dibagi

2)70%  Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada
POSYANDU Desa serendah-rendahnya Rp. 4 000.000,-)

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan
Polisi dan Masyarakat (FKPM)

o
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parlaku bagt Sekretaris Dewa yang tiah diangkat menjadi Fagawai Hegen Sipl (FNS,

3 Doya yand.memeunyal Bonakok uasnya lobih dari 30 Ha

pesa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki
,enghasilan berupa bengkok dengan (as seluruhnya lebih dan 30 Ha (jumiah luas tanah
{,‘;ngkok dari Kepala Desa sampai den h Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana
al erah, Bagi Hasil Retribys Daerah dan Tambahan
penghasilan di bawah Upah Minimum Regionaj (1) j

a Alokasi Dana Dega (ADD), Bagi Masil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerar
penggunaannya diatur sebagai berikut

1) 30 % Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi
atas

- maksimal Dipgrgunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
70 % Keglatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
dar sumber penda

patan desa lainnya, jumiah seluruhnya
anggaran BPD sebesar-besamya 10 %,

' dari Pendapatan Desa
diluar Bengkok Aparat ‘ il Penj

i il Swadaya dan Gotong
Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi
dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan
Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana
Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam
rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana

Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran
dimaksud  dialokasikan untuk  belanja pemberdayaan
masyarakat).

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

2)70% - Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan
- untuk Kegiatan PKK De

Sa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada
POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)

- dapat digunakan untuk mendukun
Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- 30 %

9 kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan

b. 1) Tambahan Penghasilan di
tambahan penghasilan teta
Kabupaten yang besaran
Peraturan Bupati ini.

2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan
tetap di bawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan  kesejahteraan aparat
pemerintah desa yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari
jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak
berlaku bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan
p bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR
nya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran |




4. Khus S,D,Gﬁl-a-m—ﬁdak mempunyai Bondo Desa.

Bag Desa-
maka AlO
Tambpaha?

digunakan
a Alokas
OL\
1) 30 % atas :
. maksimal
70 %
- 30%
2) 70 %

desa di luar Kecamatan Kota Ky

kas: Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan

penghasilan di bawah Upah Minim i aten, dapat
4engan pafincian sebaga be, kit um Regional (UMR) Kabup -

dus yang Desanya tidak memiliki Bondo Desa,

i pana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daer i Hasi - aerah
aannya diatur sebagai benkut ! ah dan Bagi Hasil Retribusi D

Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibag

llztlapf-frgt;unakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
dag'a an BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
e sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
d“%g?rgn BPD sebesar—besarnya 15 % dari Pendapatan Desa
o engqu Apargt.Pemenntah Desa, Hasil Penjualan Aset
= Dny;;ar\r:lg tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong
o r): Kagb asyarakat,A Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi
e L‘ipaten (sefain Belanja Operasional dan Pemberdayaan
o :ratadat‘)' H|ba|_1. Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana
i an Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam
N g penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana

am. (apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran

dimaksud  dialokasikan  untuk j
masyarakat). e o

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyaraka
. t, d .
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup {ji =AgAN (LTI

POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)

dalamnya kegiatan pada

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi ,
Polisi dan Masyarakat (FKPM). g ilitasi Forum Kemitraan

b 1) Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan
tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR
Kabupaten yang besarannya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran |

peraturan Bupati ini.

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan
tetap dibawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah
desa yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dar jumlah
Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
yang diteima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak beraku
bagi Sekretars Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. Ketentuan Lainnya

a. Dana Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa digunakan untuk :

1) 70 % digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat,

2) 30 % digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa, yang meliputi :
a) belanja barang dan jasa;

b) belanja modal.

b. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran Tunjangan
Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD),
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proporsional, dengan
mempertimbangkan :

1).
2).
3).
4).
5).

Jenjang Jabatan;
Masa Kerja;
Beban Tugas;

Kinerja Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan,
Penghasilan yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah bengkok)

yang bersangkutan.

10
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PLRSIAPAN, PERENCANAAN, pENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

PERSIAPAN

 enun wlaksanas i ‘
Dalam  rangka ”;:\ Dt 1.:‘ T(::q?n?‘m kebijakan Dana Pedebangan Keuangan pemerintah
abupaten kepac nbahan Penghasilan di bawat Upah Minimum Regional (UMR)

o lepal Do dan
kabupaten bad! ke Perangkat Desa di Kabupater Kudus dan menunjang kelancaran

P vl '
pelaksanaan kogiatan, &b langkah-langkah sebagai berikut

| Gognliasi secard betering dimulai dar tingkat Kecamatan dan desa,

| ‘t‘emonm:;h Desa

M.muﬂd“““" soslalisas kepada masyarakat
Sy VY © P
. Menyusun Rt.nmnq Penagunaan Dana (RPD) yang
tngkat desa untuk dibahas bersama-sama denqg)myE]P[]‘;
Menetapkan RPD yang telah dibahas dengan BPD

engacu pada hasil Musrenbang

5 PERENCANAAN

| Penggunaan Dana Permbangan Keuangan Pemerintal, WKaBubte )
Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional et

: UMR) Kabupa é
Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam Rencana Penmmr(waan [;ana (LFJ?pP[t)E;n g Kepale

» Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat menjadi satu RPD
, untuk anggaran Alok
Desa (ADD), Bag: Hasil Pagxk Daerah, Bagi Hasil Retribusi Naerah dan Tagrgbahan F?ef?cj'he?sagﬁ
di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Peranakat Desa
serta untuk anggaran Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa dibat secara terpisah b

3 Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksu di atas, ditandatangani oleh Kepala
Desa dan diverifikasi oleh Camat dan harus tertuang juga dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

4 Contoh Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud pada angka 2
adalah sebagal berikut :

1) Contoh Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil
Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan Tahun 2009.

.........................

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK
DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN 2009

Kode Rekening RincianBelanja | Jumlah  Keterangan
B M e 4

A Bglanja Pegawai Aparat Pemerintah Desa dan Lainny; - wi ] ]

24| BelanjaOperasional PemerintahanDesa |

241 Belanja Pegawai _ | i i
121.4.01 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan ' -
214.01.03 | Tunjangan Purna Tugas

211.01.04 Tunjangan Kematian N R
2110105 | Lain-lain Tunjangan ' )
211.01.05.01 | Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemenntah Desa
211010502  Dst.....

+
|



1 ‘ 2 - — e
‘ ; 4
L Tunjangan Kehormatan, Operasionay dan et 3 ‘

| Tambahan Pangt |
f721102 ghasilan | \ 1
| A - Tambahan Pe ‘ | i
F 02 04 nghasi| . ‘
| Lesa dlbt\w"h LJ:?\AR ;_\i‘guge;:ap Apa(']t peﬂ'\onr\tjh ‘. [

» (17 | Dst t

v 1) Q2 O | | | {
. ' Belanja Operagion — B . | |
::'. : 1 ‘ BO'ﬂnja Peg waij nal Pemt?ﬂntahan De.sa 1 Eﬁ B l

21101  Penghasilan Totap dan Tunjangan - 1 | |
5 1.1.01.02 Tunjangan Pimpinan gan Anggota & l i
29101 0?01 Tunjangan Kﬂtua BPD g 7 } | 7 \‘
2 i 02 Tunjangan Wakil Ketua BPD . |
'['} t Dst = { T ‘

5 — {

i ‘ Belanja Barang dan Jasj ‘ ] - , {1 e 1
2.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis | }

[ »1201.01 BEISHJ(:] ATK \ 7 ;

: k 12010102 Belanja ATK BPD < S .
2120104 Belanja Perangko, Matere| ¢ ' e N
= Dqt o 7 an Benda Pos Lainnya 7 j} B ‘

1 B B o - |
2.1.2.05 { BelaJa Perawatan Kendaraan Dinas ' ) oo \
21.2.05.02 | Belanja Perawatan Kendaraan Dinas BPD Saas i — B
512050201 |Belanja Service | |
512050202 | Belanja Penggantian Suky Cadang N E—
Dst ~ Dst. B l el ]
2.1.2.06  Belanja Cetak dan PengQaVnrdéan’ o | —{ 1
Dst ...... | Dst..... . - i L |

| — S| S N ]
o | — - k{ = I JW‘ - B
C. Pemberdayaan Mafyia_rij*‘ B { , —
2.2 ~ | Belanja Pemberdayaan | Masyarakat e

221 Belanja Subsidi ) —t——

22101 " Belanja Subsidi kepada Keifdmpokjpe’raranga = | 4|
~  MasyarakatDesa ] @ |

Dst ) { Dst . ] "j77 77 B ﬁ*“ ‘
222 Belanja Hibah — ————r—r—-l —
22201 Belanja  Hibah kepada Perusahaan Desa | § n
- LUMDesa) S | | |

Dst ... , _D_St —. S | ,
— ‘_Y“ - T |
223 | Belanja Bantuan Sosial 1 | ==

22301 | Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan | i 3
. lost. e ——

224 Belanja Bantuan Keuangan ! —

22401 " Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga T

~ Kemasyarakatan Desa J_

22401.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada ~Lembaga [ I | ey |
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1 1.01 Belanja Moda) Penga » o
ad Darat Tidak Bgmmmg 9aan Alat.ajat Angkutan
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2009
Nomaof
Tanggal KEPALA DESA
CAMAT

.........

(tanda tangan)
(tanda tangan)

(nama lengkap)
(nama lengkap)

Pangkat ( . )
NIP

(atatan
1 Pengisian/penulisan kode rekening dan fincian
belanja hanya diisi untuk pengajuan kode
rekening dan nncian belanja pada wakt, itu
(tdak harus ditulis seluruh kode rekening dan
nncian belanja APBDesa).

2 Untuk semua jenis belanja agar
spesifikasinya/jenis peruntukannya

3 Untuk pengisian kolom 4 (keterangan)y diisi
dengan menulis asal/sumber dana dalam
membiayai rincian belanja yang tercantym
sebagaimana dalam kolom 2. (misal :

a rincian belanja Tambahan Penghasilan
Tetap Aparat Pemerintah Desa di bawah
UMR Kabupaten, kolom 4 diisi sumber dana
Tambahan Penghasilan disertai jumiah
nominal;

b rincian belanja Kegiatan Lomba Desa,
kolom 4 diisi sumber dana Bagi Hasil Pajak
Daerah disertai jumlah nominal).

diis



2) Contoh Format Rencana Penggunaan papg (RPD) Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa Tahun

2009

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DESA

-------
..................

BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA TAHUN 2009

Kode Rekening j} Rincian Belanja ,‘[ Jumlah J Keterangan |
| 1 R o ! 3 E 4 |
| | N |
| rak: e ——
a pemberdayaan Masyarakat 7 | ﬁ
‘ Belanja Pemberdayaan Masyarakat o S =
1 2.7 ; Belanja Subsidi S -
| 2.2 : ‘Belanja  Subsidi ke ' i —
| & Pada Kelompok/
22101 ' Masyarakat Desa PokfPerarangan !
| Dst ... - — J
Dst i S [
; | Belanja Hibah ) — | ;
22 | Belanja Hibah ke ——— — |
1 pada  Perusahaan
2228 (BUMDesa) Dosa | |
o o o | |
| ] - D S ]
223 J Belanja Bantuan Sosial o - J : :
22301 \ Befanja Bantuan Sosial kepada Perorangan 1 i
! ' Dst ~ : S
554 | Belanja Bantuan Keuangan ——
52401 'Belanja  Bantuan  Keuangan kepada Lembaga IS
- Kemasyarakatan Desa ;
2240101 ‘Belanja  Bantuan Keuangan kepada Lembaga ) 1
Kemasyarakatan Desa PKK i
225 ' Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana ; |
(s Umum Desa , ? F
| 2.25.01 ' Belanja Pembangunan  Sarana Prasarana T ]
| Pemerintahan Desa |
5250101 - Gedung/Kantor Pemerintah Desa T ]
| 225010101 Pembangunan Gedung/Kantor Pemerintah Desa 1 |
225010102  Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemerintah Desa 7 |
2250102 _ Gedung/Kantor BPD - - ey R
‘Dst  Dst.... I R
E N . |
12.25.02 - Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan i g
122503  Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian | N
' Dst _' Dst.. . I I
| 226  Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa ]
22601  Program Pemerintahan Umum Desa | N
2260101 Kegiatan Pembentukan Badan Permusyawaratan | |
i Desa - 1 i ;
Dst . e T{ I
— & A . e I S
1 226.02 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| 2260201 | Kegiatan Lomba Desa | P
| Dst ! Dst........ ‘
. f B
227 | Belanja Tak Terduga 1 - 4“7 -
22701 . Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana l
| Sosial t —t .
DSt —_1 D_St il * l e ‘._._._l‘— -



: I 2 R
e : _ l :
g. Operasional Pemerintah Desa } s
212 | Belanja Barang dan Jasa ]
21.2.01 _ | Belanja Bahan Pakai Habis T
~120101 | BelanaATK o ?
; 12010101 | ge:anja ATK Pemerintah Desa { |
} e ) |
21202 Belanja Bahan/Material
Dst ..... e S
piy | BonaMoga ——— L
510 Belanja Modal Pengadaan Tanah i -
3130101 BelanjaModal Pengadaan Tanan Kantor ’
5130102 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana| |
| Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Dst | Dst... N
1.3.02 ‘Belanja Modal Pengadaan Alat-alat A B
2 ' Darat Bermotor AaRifian
213.02.01 ' Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
~ Bermotor Mobil
Dst Dst 1
1.3.03 ' Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Anqk
2  Darat Tidak Bermotor L (
ps—t . | Dst ases ’( -
2009
Nomor : KEPALADESA .........
Tanggal : ......... ... ...
CAMAT .. (tanda tangan)
(tanda tangan) (nama lengkap)
(nama lengkap)
Pangkat (...........)
NIP. ... .
Catatan ¢

1

Pengisian/penulisan kode rekening dan rincian
belanja hanya diisi untuk pengajuan kode
rekening dan rincian belanja pada waktu itu.
(tidak harus ditulis seluruh kode rekening dan
rincian belanja APBDesa).

Untuk semua jenis belanja
spesifikasinyaljenis peruntukannya.

agar diisi




PENGELOLAAN

1

2

Umum

a Penenmaan dan pengeluaran Dang

: ' P

izgg':?’g;;mgcgnag Penghasilan di bi&maﬁaﬂga,? b‘?uangan Pemerintah Kabupaten kepada
o Ferangkat p pah Minimum Region aten bagi

Keuangan Desa ©%a harus dicatat secara ter?ib ;;Ig:nMg)ukK: bfl\‘gministrags’i

b Untuk mendukung terip administrag; Pengelolaan k
euan

dana harus dicatat sec _
Tambahan Penghasﬂ;:ra t?m% dalam Buku Kas Pgﬂg'asineggqnzanpg:nmg:r?gae:\uac;:2
: aw
pertanggundiawaban dilaksanakap, oleatluh ee,:ﬁ,MR Kabupaten serta pelaksanaan dan
¢ Untuk mendukung pelaksanagn, ahara Desa

pemerintah Kabupaten kepada Dgsa;’ dgin_ar

yang berlaku

e Bendahara Desa berhak mem

n .
kegiatan yang bersumber dari 'a dan menagih SPJ dari

dana tersebut penenma dana maupun pelaksana

esa
Dess yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
b. Dalam penunjukan Bendahara Deg
heaki a4 mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
. PELAKSANAAN

1

r

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan
; . te
tepat administrasi g Pat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan

Penggunaan dana harus transparan dan dapat gj '
administratif maupun hukum sesuai ketentuan danpperatLﬁ:gifg%%uggﬁgwkﬁbkan secara teknis

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Peri
bawah UMR Kabupaten diharapkan dapat diduk
Pandsgetan Asli Desa an Swadays Masygrakat_ ung dengan dana yang bersumber dari

Kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dala

2 ; m Tahun Anggaran 2009
dipertanggungjawabkan o_leh Kepala Desa yang menjadi satu dalam gpgenyusunan Lapoc:gg
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

kepada BPD dan penyampaian informasi tentang pokok- :
masyarakat Desa. ae pokok pertanggungjawaban kepada




BAB v

PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKS!
PELAPORAN

1 Dalam rangka efektifitas enggunaan Dan
kepada Desa dan Tambahan Penghasilan g p
Kabupaten bagi Kepila Desa qa
dan sasaran yang dihara kan, Maka K, it
bentuk menginmkan fotokgp; Buku K Mdew
dan stempe! asli setiap b

ulan kepaga

Bupati melalui nbangan dengan tanda tangan
setelah berakhimya bulan yang Pati melalui Cam

ngkutan dengan dilampiri

9an Triwulan (gi ; )
sampai pada akhi tiap tri yyia (dilampirkan apabjjg pela

ila
pada saat pelaporan penggyn ). misalnya Laporan Perk

2 g:‘nag’gu;aa’;%kiarr:‘:‘ggi“r:Egrr‘}gt;m:etadmgnistrasi Keuangan, Kepala Desa tetap melaporkan
; 1ap bula
dani dana permbangan masi da/e.. kgadaa: r\vj\ﬁ_{llacmun keadaan kas umum desa bersumber
PEMBINAAN, PENGAWASAN, pDAN SANKS)

1. Pembinaan

Untuk mencapai efisiensi dan efekifitas Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawan Upah Minimum Regional (UMR)
Kabup_afen 4bag| Kepala D_esa dan erangkat Desg agar tepat wakty tepat sasaran dan tepat
administrasi, maka pembinaan atas pengqunaan pen ro Waku, :
Kabupaten kepada Desa dan Tambap, i

(UMR) Kabupaten bagi
giatan monitoring Dana
saat pemeriksaan rutin
h BPD dan masyarakat

Kabupaten kepada Desa dan pada
tahunan Aparat Inspektorat Kabupaten serta Peéngawasan langsung ole
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sanksi

. PENUTUP

1. Pedoman ini bersifat operasional k
tahun akan dirumuskan kembali se

2. Hal-hal lain yang belum ditentukan

husus untuk Tahun An

ggaran 2009, dan selanjutnya setiap
na disesuaikan dengan

dinamika yang berkembang.
dalam pedoman ini akan diat/ur Ie\bih lanjut oleh Bupati

[ )
Digitally signed BU}“ATL,KUDUS,
~KUDUS by Bagian Hukum / 7
y Sekretariat i
: - Daerah e
% Kabupaten Kudus /&m__w)-
Date: 2019.10.23 MUSTHOFA

14:54:26 +07'00'
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